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Ta aruf, proses perkenalan menuju perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat 1slam, kembali
menjadi trend di masyarakat. Namun ternyata banyak disalahgunakan dengan cara melakukan penipuan.
Salah satu contoh adalah tercermin dalam putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Depok.
Pada saat ta' aruf, Termohon memberikan janji palsu untuk tidak meminta Pemohon keluar dari
pekerjaannya dan tidak akan mengajaknyatinggal di luar pulau Jawa. Termohon juga memberikan
keterangan palsu mengenai lokasi pekerjaannya. Hakim mengabulkan gugatan karena Termohon terbukti
melakukan penipuan sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 72 ayat (2) KHI, namun penjelasan ayat ini
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah suami yang mengaku perjaka sehingga terjadi
poligami tanpaizin pengadilan dan penipuan identitas diri. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana
pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan akibat janji dan
keterangan palsu pada saat ta’ aruf dan bagai mana upaya mencegah pemberian keterangan palsu dan janji
palsu saat ta aruf untuk terjadinya perkawinan. Metode yang digunakan yuridis-normatif. Tipologi
penelitian preskriptif. Data yang digunakan data sekunder dan data primer berupa wawancara sebagai data
pendukung. Metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah putusan hakim mengabulkan gugatan
kurang lengkap pertimbangan hukumnya dan membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris adalah
cara mencegah pemberian dan keterangan palsu saat ta aruf.

...... Taaruf, the process of introduction to marriage which is carried out in accordance with Islamic law, has
again become atrend in society. However, it turns out that many are misused by means of fraud. One
exampleisreflected in the decision to cancel a marriage by the Depok Religious Court. During the ta'aruf,
the Respondent made a fal se promise not to ask the Petitioner to leave his job and would not invite him to
live outside the island of Java. The Respondent also provided false information regarding the location of his
work. The judge granted the lawsuit because the Respondent was proven to have committed fraud as meant
in the elucidation of Article 72 paragraph (2) of the KHI, but the elucidation of this paragraph states that
what is meant by fraud is a husband who claims to be avirgin resulting in polygamy without court
permission and identity fraud. This research raises the issue of how the judge's legal considerationsin
granting a lawsuit for annulment of marriage due to false promises and statements at the time of taaruf and
how to prevent the giving of false statements and fal se promises during the ta'aruf for the occurrence of
marriage. The method used is juridical-normative, prescriptive research typology. The data used are
secondary data and primary datain the form of interviews as supporting data. Qualitative data analysis
methods. The results of the study are that the judge's decision to grant the lawsuit incomplete legal
considerations and make a marriage agreement before a notary is away to prevent giving and false
information when taaruf.
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